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ABSTRAK:

CATATAN:

Tutup

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah yang dapat menjamin
peningkatan prestasi, dan manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi
tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global memerlukan
kemitraan dengan pelaku usaha. Untuk lebih mempercepat perwujudan olahraga
profesional yang mandiri, diperlukan upaya-upaya yang lebih nyata untuk menciptakan
iklim yang mampu mendorong terselenggaranya kemitraan yang kokoh diantara
olahraga profesional dan pelaku usaha berdasarkan prinsip saling memerlukan saling
memperkuat dan saling menguntungkan.

UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 1999; UU No.3
tahun 2005; UU No.25 Tahun 2007; UU No.40 Tahun 2007; UU No.20 Tahun 2008;
UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU
No.9 Tahun 2015; PP No.44 Tahun 1997; PP No.16 Tahun 2007; PP No.18 Tahun
2007; Permenpora No.PER-0342.J/MENPORA/IX/2009; Permenpora No.10 Tahun
2015; Perda No.9 Tahun 2011; Perda No.11 Tahun 2011

Peraturan Daerah ini menjelaskan tentang asas, maksud dan tujuan kemitraan pelaku
olahraga, ruang lingkup yang termasuk didalamnya adalah kewajiban pelaku usaha,
tata cara pelaksanaan kemitraan dan bentuk kemitraan usaha dibidang industri
olahraga. Bentuk-bentuk industri olahraga yang dapat dimitrakan oleh masyarakat,
seperti: industri olahraga berbentuk prasarana dan sarana yang diproduksi,
diperjualbelikan dan/ atau disewakan untuk masyarakat; serta industri olahraga
berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagai produk utama yang
dikemas secara profesional, seperti: kejuaraan nasional dan internasional, pekan
olahraga daerah, wilayah, nasional dan internasional; promosi, eksibisi, dan festival
olahraga; dan/ atau keagenan, layanan informasi, dan konsultasi keolahragaan.
Kemitraan melalui bentuk-bentuk ini oleh masyarakat dapat dilakukan bersama
Pemerintah, Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, dan/atau organisasi lainnya,
baik di dalam maupun luar negeri, melalui badan usaha yang dibentuk oleh
masyarakat secara sah sebagaimana diatur dal.am perundang-undangan. Dan dalam
hal ini terdapat penekanan penting bagi setiap masyarakat yang menjadi pelaku usaha
industri jasa olahraga agar memperhatikan kesejahteraan pelaku olahraga dan
kemajuan olahraga nasional.

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2016.
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